
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KABUPATEN KENDAL 

 
KEPUTUSAN KEPALA DESA SELO 

NOMOR : 141 / 3 / 2025 
 

TENTANG 
 

PENUNJUKAN KADER KESEHATAN PELAKSANA INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) 
DI DESA SELO 

 
KEPALA DESA SELO, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Integrasi Layanan Primer 

ILP di Desa Selo, maka perlu mengangkat Kader Kesehatan Pelaksana 
Kegiatan di Pos Kesehatan Desa (PKD) di Desa Selo; 

    
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Selo 
tentang Pengangkatan Kader Kesehatan Pelaksanaan Integrasi 
Layanan Primer Tingkat Desa di Desa Selo. 

    
Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2757); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

SALINAN 



 
 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari 

Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2094); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor  53 ); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1037); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan 

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 



 
 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1970); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata 

Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan 

Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di 

Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2017 Nomor 48); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2018 Nomor 20); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 

tanggal 30 Desember 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2022 Nomor 74). 

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); 

24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri 

E No. 49); 

25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 

2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6) 

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 35); 

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 

38); 



 
 

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain - Lain Yang Syah 

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26); 

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2021 Nomor 50); 

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar 

Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40); 

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan  

Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023, tanggal 29 Mei 2023  (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2023 Nomor 21); 

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara 

pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2023 Nomor 2); 

33. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/15/2023 tanggal 18 Januari 

2023 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa 

di Kabupaten Kendal ( 

34. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 441.7/16 Tahun 2024 

Tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas 

Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan 

Primer Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024; 

35. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal 

berskala Desa; 

36. Peraturan Desa Selo  Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025; 

37. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025; 

38. Peraturan Kepala Desa Selo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. 

 

 

 
   

M E M U T U S K A N  : 

    
Menetapkan :  
KESATU           : Mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan 

ini sebagai Petugas Kader Kesahatan Pelaksana Integrasi Layanan Primer 
(ILP) Tingkat Desa di Desa Selo. 

   
KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberi honor per orang 

sebesar Rp. 150.000,00  (Seratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan. 
   
KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab 

kepada Kepala Desa. 
   






